BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi tentang Tanggung Jawab Hukum
Pidana Cyber Harassment Menurut Undang-Undang ITE (Studi Kasus Atas
Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby), dapat disimpulkan bahwa
kemajuan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah kehidupan
masyarakat secara signifikan, terutama dalam hal cara orang berkomunikasi dan
berinteraksi satu sama lain. Namun, di balik kemajuan ini muncul berbagai jenis
kejahatan digital, salah satunya adalah Cyber Harassment. Pelecehan,
penghinaan, ancaman, intimidasi, pencemaran nama baik, maupun bentuk
kekerasan verbal lainnya yang dilakukan melalui media elektronik atau platform
digital dengan tujuan untuk merugikan korban secara psikologis, sosial, atau
ekonomi. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, yang
memungkinkan setiap orang berkomunikasi tanpa batas waktu dan ruang,
mendorong tindakan ini. Dalam hukum pidana Indonesia, cyber harassment
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak
pidana. Sebagian besar kasus Cyber Harassment dilakukan secara sengaja
(dolus), di mana pelaku secara sadar menggunakan media digital untuk
menghina, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan informasi yang
merugikan korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Cyber

Harassment didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, unsur
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kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar
atau pemaaf. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya
kehendak dan kesadaran terhadap akibat perbuatannya.

ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) pada dasarnya memberikan dasar hukum yang cukup untuk
menghukum pelaku Cyber Harassment di Indonesia. Dalam studi kasus Nomor:
860/Pid.B/2023/PN.Sby, ketentuan dalam UU ITE, khususnya pasal-pasal
yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran
informasi elektronik yang merugikan pihak lain, menjadi dasar penerapan
hukum. Selain itu, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penerapan
hukum juga dapat mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana
Indonesia telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi
informasi guna memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari
penyalahgunaan media digital. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut,
diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya
mempertimbangkan aspek formal hukum berupa terpenuhinya unsur-unsur
tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan
terhadap korban. Cyber Harassment terbukti dapat menimbulkan kerugian
psikologis yang serius, seperti trauma, rasa takut, depresi, kehilangan rasa aman,
hingga terganggunya kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, penjatuhan

pidana terhadap pelaku tidak hanya bertujuan untuk membuat orang jera, tetapi
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juga untuk melindungi kroban dan memberikan mereka keadilan. Dalam hal
pembuktian, penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Cyber Harassment
berbeda dengan tindak pidana biasa karena menggunakan bukti elektronik
sebagai sumber utama. Rekaman digital, postingan di media sosial, pesan
elektronik, dan tangkapan layar percakapan adalah beberapa bentuk dokumen
elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti. Menurut UU ITE, pengakuan
bukti elektronik merupakan langkah penting dalam mendukung proses
penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Namun demikian, pembuktian
dalam Cyber Harassment masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait
kebenaran dan integritas bukti digital, yang sangat mudah diubah, dimanipulasi,
atau dihapus. Oleh karena itu, pemeriksaan digital forensik sangat penting untuk
memastikan bahwa bukti elektronik yang digunakan benar-benar asli dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan
bahwa penegakan hukum menghadapi banyak tantangan saat menangani cyber
harassment. Salah satu tantangan utama adalah bahwa pelaku menggunakan
akun palsu atau identitas anonim, yang menyulitkan penegak hukum untuk
melacak dan mengidentifikasi pelaku. Kendala lainnya adalah sifat kejahatan
siber yang bersifat lintas batas, keterbatasan kemampuan teknis penegak hukum,
kurangnya literasi digital masyarakat, dan fakta bahwa banyak orang tidak tahu
bagaimana menangani kejahatan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

penegakan hukum terhadap Cyber Harassment memerlukan kemampuan khusus
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dalam bidang teknologi informasi serta kerja sama yang baik antara aparat
penegak hukum, pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat.
Penanggulangan Cyber Harassment tidak hanya dapat dilakukan melalui
penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui strategi pencegahan dan
pengajaran. Agar pemerintah dapat mengikuti perkembangan teknologi
informasi, hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber harus diperkuat. Untuk
menyelesaikan penyidikan dan pembuktian yang efektif, penegak hukum juga
perlu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan digital
forensik. Sebaliknya, masyarakat harus belajar lebih banyak tentang teknologi
dan hukum saat menggunakan media sosial agar mereka dapat menggunakan
teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Sekolah dan keluarga juga
sangat penting untuk mengajarkan anak-anak etika digital dan bahaya cyber
harassment sejak dini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cyber
harassment adalah jenis kejahatan digital yang memiliki dampak yang signifikan
terhadap masyarakat dan korban, dan memerlukan penanganan hukum yang
tegas dan komprehensif. ITE Act memberikan dasar untuk penegakan hukum
terhadap pelaku Cyber Harassment, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan
Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby. Namun demikian, pelaksanaan hukum masih
membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum,
pengembangan sistem pembuktian digital, dan peningkatan kesadaran
masyarakat tentang hukum dan literasi digital. Di Indonesia, internet akan

menjadi tempat yang lebih aman, sehat, dan bebas dari cyberbullying jika
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pemerintah, penegak hukum, masyarakat, institusi pendidikan, dan penyedia

platform berkolaborasi.

. SARAN

Penulis telah melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Hukum
Pidana Cyber Harassment Menurut Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016
(Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 860/P1d.B/2023/PN.Sby). Hasil penelitian
ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum dan penanggulangan Cyber
Harassment di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat terus memperbarui dan
memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan siber, terutama
pelecehan siber. Perundang-undangan harus dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan kejahatan digital yang terus berkembang karena perkembangan
teknologi informasi yang sangat cepat. Selain itu, pemerintah harus
meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparat penegak hukum, baik
kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, di bidang teknologi informasi, keamanan
siber, dan digital forensik, agar pasal-pasal Undang-Undang ITE tidak
ditafsirkan secara salah. Kemampuan ini sangat penting karena cyber
harassment adalah tindak pidana yang menggunakan media elektronik dan
melibatkan bukti digital yang memerlukan penanganan khusus.

Dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyelidikan,
penyidikan, pembuktian, dan penjatuhan putusan dapat dilakukan dengan lebih
efisien, profesional, dan memberikan kepastian hukum. Aparat penegak hukum

juga diharapkan lebih memperhatikan perlindungan korban Cyber Harassment
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selama proses penegakan hukum. Pendekatan yang berorientasi pada korban
(victim-oriented approach) diperlukan untuk melindungi korban karena mereka
tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga mengalami trauma,
tekanan psikologis, dan kerugian sosial akibat tindakan pelaku. Pendekatan ini
membutuhkan pendampingan hukum, perlindungan identitas korban, dan
dukungan psikologis untuk membantu korban pulih dari akibat yang dialaminya.
Diharapkan masyarakat lebih memahami hukum dan literasi digital saat
menggunakan media sosial dan teknologi informasi. Ini berarti bahwa orang
harus menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, dan dengan
etika komunikasi agar tidak merugikan orang lain.

Selain itu, masyarakat harus menyadari bahwa penghinaan, ancaman,
pelecehan, dan penyebaran informasi yang merugikan orang lain di media sosial
dapat memiliki konsekuensi pidana. Diharapkan sekolah juga mengajarkan etika
digital, keamanan siber, dan bahaya pelecehan siber sejak dini kepada siswa.
Agar generasi muda mampu menggunakan teknologi informasi secara positif
dan tidak menyalahgunakannya untuk melakukan pelanggaran, pendidikan
tentang cara menggunakan internet secara sehat dan bertanggung jawab harus
diterapkan. Diharapkan juga bahwa penyedia layanan digital dan media sosial
dapat meningkatkan sistem keamanan dan memantau aktivitas pengguna.
Penyedia platform harus segera menangani laporan pelecehan internet,
menghapus konten yang mengandung pelecehan atau ancaman, dan memberikan

perlindungan yang lebih baik kepada pengguna untuk menciptakan lingkungan
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online yang aman dan nyaman. Selain itu, kerja sama antara pemerintah,
penegak hukum, masyarakat, institusi pendidikan, dan penyedia platform digital
harus diperkuat untuk memerangi cyber harassment. Untuk memerangi cyber
harassment secara efektif, berbagai pihak harus bekerja sama satu sama lain.
Dengan memperkuat undang-undang, meningkatkan kemampuan penegak
hukum, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan bekerja sama dengan baik,
diharapkan kasus Cyber Harassment di Indonesia dapat diminimalkan dan ruang

digital menjadi aman, sehat, dan aman.
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